
 

 
 

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

   NOMOR: 09/Permentan/OT.140/2/2009 
TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN   
TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME  

PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
38/Kpts/HK.310/1/90 telah ditetapkan Syarat-Syarat dan 
Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan 
Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
38/Kpts/HK.310/1/90 sudah tidak sesuai lagi dan perlu 
ditinjau kembali; 

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk 
menindaklanjuti amanat Pasal 27 Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, 
dipandang perlu menetapkan Persyaratan Dan Tatacara 
Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan 
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Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 
Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3482);  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The Word Trade Organization 
(Persetujuan Pembantukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3564); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 

8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang 
Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman 
Internasional (Revised Text of International Plant 
Protection Convention 1951); 

9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang 
Pengesahan Perjanjian Perlindungan Tanaman untuk 
Wilayah Asia dan Pasifik (Plant Protection Agreement  for 
the Asia and Pacific Region); 
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10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004  tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto 
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;  

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/ 
6/95 tentang Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia; 

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK. 
310/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan 
Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/ 
7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
11/Permentan/OT.140/2/2007; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 
9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007; 

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/ 
1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, 
Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media 
Pembawa dan Daerah Sebarnya; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140 
/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Karantina Pertanian; 

Memperhatikan : International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) 
yang diterbitkan oleh Secretariat of the International Plant 
Protection Convention; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN 
KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN 
MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU 
TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan 

tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari 
suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah 
negara Republik Indonesia. 

2. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah 
semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan/atau 
menyebabkan kematian tumbuhan. 

3. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut 
OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 
masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik 
Indonesia. 

4. Organisme Penggangu Tumbuhan Penting yang selanjutnya disebut OPTP 
adalah OPT selain OPTK, yang keberadaannya pada benih tanaman yang 
dilalulintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara 
ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan 
ditetapkan oleh Menteri untuk dikenai tindakan karantina tumbuhan. 

5. Media Pembawa OPTK dan/atau OPTP yang selanjutnya disebut Media 
Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang 
dapat membawa OPTK dan/atau OPTP. 

6. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan 
hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.  

7. Benda lain adalah antara lain sarana pengendalian hayati, biakan organisme, 
tanah, kompos, pupuk organik, atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, 
dan vektor.  
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8. OPTK Golongan I adalah OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media 
pembawa dengan cara perlakuan. 

9. OPTK Golongan II adalah OPTK yang dapat dibebaskan dari media 
pembawa dengan cara perlakuan. 

10. Tindakan Karantina Tumbuhan selanjutnya disebut tindakan karantina 
adalah tindakan yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan berupa 
tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, 
penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.  

11. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan  yang selanjutnya 
disebut AROPT adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu OPT 
merupakan OPTK atau OPTP  serta menentukan syarat-syarat dan tindakan 
karantina yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT 
tersebut. 

12. Alat angkut media pembawa adalah semua alat transportasi darat, air 
maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa. 

13. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan 
penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara 
lain, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media 
pembawa dari luar negeri. 

14. Barang kiriman adalah barang muatan (kargo) atau  kiriman pos dari luar 
negeri yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

15. Barang bawaan adalah barang selain barang kiriman yang dibawa langsung 
oleh pemilik dari luar negeri, antara lain berupa barang tentengan dan/atau 
bagasi. 

16. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina 
adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan 
untuk melaksanakan tindakan karantina. 

17. Negara asal adalah negara tempat media pembawa berasal dan/atau negara 
tempat media pembawa tersebut memperoleh status kesehatannya. 

18. Negara Transit adalah negara selain negara asal tempat media pembawa 
tersebut singgah sementara dan/atau disimpan, dipecah, diubah 
kemasannya, atau terpapar sehingga kemungkinan dapat terjadi infestasi 
atau kontaminasi OPTK sebelum media pembawa tersebut sampai di dalam 
wilayah negara Republik Indonesia. 


